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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : I  TAHUN 1996 SERI D NO. 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

bahwa da la m ra ng ka peni ng kata n kelanca ran penye leng garaan
pemer in tahan dan pe laksanaan pembangunan secara  berdaya
guna dan berhasi l  guna khususnya di  bidang Pertanian Tanaman
Pangan,  maka d ipandang per lu  un tuk  membentuk  Organ isas i
dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Daerah T ingkat  l l  Pemalang sesua i  dengan Keputusan Menter i
Da lam Neger i  Nomor  10  Tahun 1994;

bahwa sehubungan dengan ha l te rsebut  d ia tas ,  maka d ipandang
perlu membentuk dan menetapkan Organisasi  dan Tata Kerja
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabr,rpaten Daerah Tingkat l l
Pemalang dengan Pera turan  Daerah.

b .

M e n g i n g a t  . . . . . . . . . . .  . . .  ( 2  )
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Mengingat : 1
t . Undang-undang Nomor  13  Tahun 1950 ten tang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa
Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
ten tang Penetapan Mula i  Ber lakunya Undang-undang Nomor
13 Tahun 1950;

Undang-undang Nomor  5  Tahun 1974 ten tang Pokok-pokok
Pemer in tahan d i  Daerah (Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indones ia  Nomor  3037) ;

Undang-undang Nomor  8  Tahun 1974 ten tang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun'1 974'J
Nomor  55 ,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia
N o m o r  3 0 4 1 ) ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara  Repub l ik  lndones ia  Tahun 1992
Nomor  46 ,  Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  lndones ia
Nomor 3478\;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan InstansiVert ikal  di  Daerah (Lembaran Negara Republ ik
Indones ia  Tahun 1988 Nomor  10 ,  Tambahan Lembaran Negara
Repub l ik  Indones ia  Nomor  3373) ;

P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  N o m o r  4 5  T a h u n  1 9 9 2  t e n t a n g
Penye lenggaraan Otonomi  Daerah dengan T i t i k  Bera t  pada
Daerah Tingkat l l  (Lembaran Negara Republ ik lndonesia Tahun
1992 Nomor  TT,Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  tndo-
nesia Nomor 3487\;

P e r a t u r a n  P e m e r i n t a h  N o m o r  1 5  T a h u n  i  9 9 4  t e n t a n g
Pengangkatan Pegawai Negeri  Sipi l  dalam Jabatan Strukturar-
{Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Tahun 1994 Nomor  21 ,
Tambahan Lembaran Negara  Repub l ik  Indones ia  Nomor  3546) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri  Sipi l  (Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Tahun 1994 Nomo r 22,Tambahan Lembaran Negara
Republ ik Indonesia Nomor 3547\;

o .

7 .

8 .
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9. Peraturan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 4 Tahun 1976 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari  Daerah
Tingkat I  kepada Daerah Tingkat l l ;

10. Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 39 Tahun 1992 tentang
Pedoman Organisasi  Dinas Daerah;

1 1 .  Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 84 Tahun 1993 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

12. Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor9T Tahun 1993tentang
Pola Organisasi  Pemerintah Daerah dan Wilayah;

13. Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor l0Tahun 1994tentang
Pedoman Organisasi  dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Daerah;

14. lnstruksi  fv ' lenter i  Dalam Negeri  Nomor 23 Tahun 1993 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Tingkat I  dan Dinas Daerah Tingkat l l ;

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor
2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Propinsi  Daerah Tingkat I  Jawa Tengah di  Bidang Pertanian
Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat l l  (Lembaran Daerah
Propinsi  Daerah Tingkat I  Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor '11

Ser iD Nomor  10) ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  Jawa Tengah

tanggal 2 Agustus 1993 Nomor : 1271362/1993 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi  Daerah Tingkat I  Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Propinsi  Daerah Tingkat I  Jawa Tengah di
Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat l l .

Dengan persetujuan Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat l l  Pemalang

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT l l
PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PEMALANG

BAB |  . . . . , . . . . . . . . . .  ( 4  )
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat l l  Pernalang;

b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat l l  Pemalang;

c. Bupat i  Kepala Daerah ialah Bupat i  Kepala Daerah Tingkat l l  Pemalang;

d .  D inas  Per tan ian  Tanaman Pangan ia lah  D inas  Per tan ian  Tanamai r  Pangan
Kabupaten Daerah Tingkat l l  Pemalang;

e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pertar i ian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah
Tingkat l l  Pemalang;

f .  Unit  Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD ialah unsur pelaksana
operasional di  lapangan,

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini  dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

BAB II I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

12\ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupat i  Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyaitugas pokok nrenyelenggarakan urusan
rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau
Pemerintah Propinsi  Daerah Tingkat I  Jawa Tengah di  bidang Pertanian Tanaman
Pangan.

P a s a l 5  . . . . . . . . . . . . . . .  (  5  )

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan
Daerah in i ,  D inas  Per tan ian  Tanaman Pangan mempunya i fungs i  :
a.  Melaksanakan pembinaan umum bedasarkan kebi jaksanaan yang di tetapkan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  Jawa Tengah;
b. Melaksanakan bimbingan teknis di  bidang pertanian Tanaman pangan;
c .  M e l a k s a n a k a n  p e m b e r i a n  i j i n  d a n  p e m b i n a a n  u s a h a  s e s u a i  d e n g a n  t u g a s

pokoknya;

f  
Me laksanakan penyu luhan Per tan ian  Tanaman pangan;

'e.  Melaksanakan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
f .  Melaksanakan pengkaj ian Penerapan teknologi anjuran t ingkat usaha tani;
g.  Melaksanakan urusan tata usaha;
h. Melaksanakan pengelolaan UPTD.

BAB IV
O R G A N I S A S I

Bagian Peftama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6
organisasi  Dinas Pertanian Tanaman pangan di tetapkan pola maksimal

Pasal 7
(1) susunan organisasi  Dinas Pertanian Tanaman pangan terdir i  dar i  :

a.  Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha;

/  c.  Seksi Produksi Padi dan Palawi ja;
d. Seksi Produksi Hort ikul tura;
e. Seksi Penyuluhan;
f '  Seksi Rehabi l i tasi ,  Pengembangan Lahan dan Perl indungan Tanaman pangan;
g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasi l ;
h .  U P T D ;
i .  Kelompok Jabatan Fungsional.

( 2 )  S u b . . . . . . . . . . . . . . .  (  6  )
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( 1 )

(2)

(2 )  Sub Bag ian  Tata  Usaha,  Seks i -seks i ,  UPTD dan Ke lompok Jabatan  Fungs iona l
sebaga imana d imaksud ayat  (1 )  Pasa l  in i  mas ing-mas ing  d ip imp in  o leh  seorang
Kepa la  yang berada d ibawah dan ber tanggung jawab kepada Kepa la  D inas .

(3) Bagan Organisasi  Dinas Pertanian Tanaman Pangan tercantum pada Lampiran
Peraturan Daerah ini  yang merupakan bagian t idak terpisahkan dari  Peraturan
Daerah in i .

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 8

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan,
kepegawaian ,  keuangan,  Per lengkapan dan Urusan umum.

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah
in i ,  Sub Bag ian  Tata  Usaha mempunya i fungs i ;

a.  Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan
organisasi  dan tatalaksana;

b. Melaksanakan pengelolaan administrasi  kepegawaian; <)
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi  keuangan;
d .  Me laksanakan pengurusan rumah tangga,  per lengkapan,  sura t -menyura t  dan

kearsipan.

Pasal 1 1

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdir i  dar i  :
a.  Urusan Perencanaan ;

b .  U r u s a n  . . . . . . . . . . . . . . .  (  7  )
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b. Urusan Kepegawaian;
c. Urusan Keuangan;
d .  Urusan Umum.

\21 Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal in i ,  masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

{1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas nrelakukan pengumpulan, anal is is dan
penyaj ian data stat ist ik,  penyiapan bahan perurnusan rencana dan program,

) Renyiapan bahan laporan serta menyusun bahan pembinaan organisasi  dan
tatalaksana.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyaitugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
Iencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasipegawaiserta tata usaha
kepegawaian.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan
perhi tungan anggaran, ver i f ikasi ,  serta mengurus perbendaharaan.

(4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat,  kearsipan, rumah
tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi ProduksiPadi dan Palawija

Pasal 13

(1) Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan produksi Padidan Palawija.

(21 Seksi Produksi Padi dan Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi
Padi dan Palawija.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah
ini ,  Seksi Produksi Padidan Palawi ja mempunyaifungsi :

a .  Meny iapkan bahan pemantauan pengadaan,  peredaran dan member ikan
bimbingan penggunaan pupuk, serta melakukan pengumpulan, anal is is dan
pengujian data statistik Padi dan Palawija
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b .

d .

M e n y i a p k a n  b a h a n  p e n y u s u n a n  p r o g r a m ,  p e n y a l u r a n  b e n i h  s e b a r  { B S } ,
pembinaan dan pengawasan penangkaran benih, pendir ian dan pengelolaan Balai
Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;

Menyiapkan bahan petunjuk operasional demonstrasi ,  pengkaj ian dan bimbingan
penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan t ipe dan ekologi lahan;

Menyiapkan bahan ident i f ikasi ,  inventar isasi ,  bimbingan penggunaan, percobaan
dan pengkaj ian penerapan serta penyebaran protot ipe alat dan mesin pertanian.

Pasal 15
Seksi produksi Padidan Palawi ja terdir idar i  :
a.  Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawi ja;
b. Sub Seksi Produksi Benih/Bibit Padi dan Palawija;
c. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Padi dan Palawija;
d. Sub Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;

Sub Seksi-sub seksi  sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal in i ,  masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksiyang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Produksi Padidan Palawija.

Pasal 16

Sub Seks i  Pengembangan Produks i  Pad i  dan Pa lawi ja  mempunya i  tugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pengadaan, pengedaran dan
memberikan bimbinga.n penggunaan pupuk.

S u b  S e k s i  P r o d u k s i  B e n i h / B i b i t  P a d i  d a n  P a l a w i j a  m e m p u n y a i  t u g a s
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan program,  memperbanyak ,
menyalurkan benih t ingkat benih sebar (BS), membina dan mengawasi penangkar
ben ih ,  mend i r i kan  dan melakukan penge lo laan Ba la i  Ben ih  Pembantu  ser ta
memberikan bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani.

Sub Seks i  Peny iapan Paket  Tekno log i  Pad i  dan Pa lawi ja  menrpunya i  tugas .4 ,
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan operas iona l  demonst ras i ,
pengkaj ian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan
t ipe dan ekologi lahan.

S u b  S e k s i  P e n g e m b a n g a n  A l a t  d a n  M e s i n  P e r t a n i a n  m e m p u n y a i  t u g a s
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan ident i f i kas i ,  inventar isas i
percobaan dan pengkaj ian dan penerapan serta penyebaran protot ipe alat dan
mesin pertanian.

( 1 )

(2)

( 1 )

(21

(3)

(4)

Bag ian  . . . . . . , . . . . . . . .  (  9  )
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Bagian Kel ima
Seksi Produksi Hort ikul tura

Pasal 17

(1)  Seks i  Produks i  Hor t i ku l tu ra  mempunya i tugas  melaksanakan sebag ian  tugas  D inas
Per tan ian  Tanaman Pangan d i  b idang pembinaan produks i  hor t i ku l tu ra .

\ 2 \  S e k s i  P r o d u k s i  H o r t i k u l t u r a  d i p i m p i n  o l e h  s e o r a n g  K e p a l a  S e k s i  P r o d u k s i
Hort ikul tura

\ Pasal 18
)

Untuk  menye lenggarakan tugas  sebaga imana d imaksud Pasa l  17  Pera turan  Daerah
in i ,  Seks i  Produks i  Hor t i ku l tu ra  mempunya i fungs i  :

a .  M e n y i a p k a n  b a h a n  p e m a n t a u a n  p e n g a d a a n ,  p e r e d a r a n  d a n  m e m b e r i k a n
b imbingan penggunaan pupuk;

b .  M e n y i a p k a n  b a h a n  p e n y u s u n a n  p r o g r a m ,  p e n y a l u r a n  b e n i h  s e b a r  ( B S ) ,
pembinaan dan pengawasan penangkar  ben ih ,  pend i r ian  dan penge lo laan Ba la i
Ben ih  Pembantu  ser ta  b imb ingan pemanfaatan  lahan kepada pe tan i ;

c .  Meny iapkan bahan penyusunan pe tun juk  operas iona l  demonst ras i ,  pengka j ian
dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan t ipe dan ekologi
l a h a n ;

d .  M e n y i a p k a n  b a h a n  p e n y u s u n a n  p r o g r a m ,  p e m b i n a a n ,  b i m b i n g a n  t e n t a n g
pemanfaatan  dan penyebar luasan tanaman berg iz i  kepada pe tan i .

Pasa l  19

(1)  Seks i  Produks i  Hor t i ku l tu ra  te rd i r i  dar i  :
. '  a ,  Sub Seks i  Pengembangan Produks i  Hor t i ku l tu ra ;

b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hort ikul tura;
c .  Sub Seks i  Produks i  Ben ih /B ib i t  Hor t i ku l tu ra ;
d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi .

(2 )  Sub Seks i -sub seks i  sebaga imar ra  d in raksud ayat  ( ' l )  Pasa l  in i ,  mas ing-mas ing
d ip imp in  o leh  seorang Kepa la  Sub Seks iyang berada d ibawah dan ber tanggung
jawab kepada Kepala Seksi Procluksi  Hort ikul tura.

Pasa l  20  .  . ,  (  10  )
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Pasal 20
( 1 )  S u b  S e k s i  P e n g e m b a n g a n  P r o d u k s i  H o r t i k u l t u r a  m e m p u n y a i  t u g a s

mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan, peredaran dan
bimbingan penggunaan pupuk.

( 2 1  S u b  S e k s i  P e n y i a p a n  P a k e t  T e k n o l o g i  H o r t i k u l t u r a  m e m p u n y a i  t u g a s
m e n g u m p u l k a n  d a n  m e n y u s u n  b a h a n  p e m b i n a a n  p e t u n j u k  o p e r a s i o n a l
demonstrasi ,  pengkaj ian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai
dengan t ipe dan ekologi lahan.

(3) Sub Seksi Produksi Benih/Bibi t  Hort ikul tura mempunyai tugas rnengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan penyusunan program, penyaluran [ :enih sebar
(BS), pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendir ian dan pengeiolaanL
Balai  Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani,

(4 )  Sub Seks i  Pemanfaatan  Pekarangan dan Pembinaan Giz i  mempunya i  tugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemanfaatan pekarangan dan
penyebarluasan tanaman bergizi  kepada petani.

Bagian Keenam
Seksi Penyuluhan

Pasal 21
( 1 )  S e k s i  P e n y u l u h a n  m e m p u n y a i  t u g a s  m e l a k s a n a k a n  s e b a g i a n  t u g a s  D i n a s

Per tan ian  Tanaman Pangan d i  b idang pembinaan penyu luhan per tan ian  tanaman
pangan.

(21 Seksi Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah
in i ,  Seks i  Penyu luhan mempunya i fungs i  :
a.  Menyiapkan bahan penyusunan program, metode dan sistem kerja penyuluhan

serta rekayasa sosial dan ekonoml <rt
b. Menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan

penyuluhan pertanian tanaman pangan;

c. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
d .  Meny iapkan bahan perencanaan,  pengadaan,  pengo lahan dan b imb ingan

pendayagunaan sarana penyuluhan;
e .  Meny iapkan bahan perencanaan,  pengadaan,  penyebaran dan b imb ingan

pengembangan materi penyuluhan.

10 Pasa l  23  . . . . . . . . . . . . . . .  {  11  }
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a .

Pasaf 23

(1) Seksi Penyuluhan terdir i  dar i  :
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

\2) Sub Seksi-sub seksi  sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal in i ,  masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksiyang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 24

Sub SeksiTata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan
administrasi  kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan
program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi
faktor penentu, rekayasa sosia! dam ekonomi, pelaksanaan penyuluhan bimbingan
serta supervisi  pelaksanaan penyuluhan.

Sub Seks i  Ke lembagaan,  Tenaga dan Sarana mempunya i  tugas  menyusun
rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga '  Penyu luh ,  merencanakan,
m e n g a d a k a n  d a n  m e n g e l o l a  s a r a n a  p e n y u l u h a n ,  m e m p e r b a n y a k  d a n
r lenyebarkan mater i  penyu luhan ser ta  member ikan pe layanan tekn is  dan
admin is t ras i  kepada para  penyu luh  da lam pembinaan dan pengembangan
ke lembagaan tan i ,  penye lenggaraan kursus-kursus  tan i ,  penggunaan sarana
penyu luhan dan perumusan ser ta  peny iapan mater i  penyu luhan.

Bagian Ketujuh
Seksi Rehabi l i tasi ,  Pengembangan Lahan

dan Perl indungan Tanaman Pangan

Pasal 25

Seksi Rehabi l i tasi ,  Pengembangan Lahan dan Perl indungan Tanaman Pangan
rnenrpunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan
d i  b i c l a n g  p e m b i n a a n  r e h a b i l i t a s i ,  p e n g e m b a n g a n  l a h a n  d a n  b i m b i n g a n
per l idungan tanaman pangan.

Seksi Rehabi l i tasi ,  Pengemhangan Lahan dan Perl indungan Tanaman Pangan
d ip imp in  o leh  seorang Kepa la  Seks i  Rehab i l i tas i ,  Pengambangan Lahan dan
Perl indungan Tanaman Pangan.

a .

1 1 P a s a l  2 6  . . . . . . . . .  . . . .  (  1 2 )
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Pasal 26

Untuk  menye lenggaraken tugas  sebaga imana d in raksud Pasa l  25  Pera turan  Daerah
in i ,  Seks i  Rehab i l i tas i ,  Pengembangan Lahan dan Per l indungan Tanaman Pangan
m e m p u n y a i f u n g s i  :

a .  Meny iapkan bahan perencanaan,  penetapan ta ta  ruang,  pember ian  i j i n  usaha
penggunaan tanah,  pe laksanaan dan perunrusan inves t igas i ;

b .  Meny iapkan bahan pembinaan lb imb ingan prak i raan dan pengka j ian  ik i im ser ta
ta ta  guna a i r ;

c .  M e n y i a p k a n  b a h a n  p e m b i n a a n i b i m b i n g a n  p r a k i r a a n  s e r a n g a n  o r g a n i s m e
pengganggu Tanaman (OPT); r t"

d .  Meny iapkan ba l ran  b imb ingan dan pengawasan pengadaan,  peny impanan,
peredaran dan pemanfaatan pest is ida serta sarana perl indungan tanaman pangan.

Pasal 27

(1) Seksi Rehabi l i tasi ,  Pengembangan Lahan dan Perl indungan Tanaman Pangan
terdir i  dar i  :

Sub Seksi Rehabi l i tasi  dan Pengembangan Lahan;
Sub Seksi Pengkaj ian lk l im dan Tata Guna Air ;
Sub Seksi Monitor ing dan Prakiraan Serangan Hama Tanaman;
Sub Seksi Pengendal ian Hama/Penyakit ,  Gulma dan Pest is ida.

Sub Seks i -sub seks i  sebaga imana d imaksud ayat  (1 )  Pasa l  in i ,  mas ing-mas ing
d ip imp in  o leh  seorang Kepa la  Sub Seks iyang berada d ibawah dan ber tanggung
jawab kepada Kepala Seksi Rehabi l i tasi ,  Pengembangan Lahan dan Perl indungan
Tanaman Pangan.

Pasal 28

S u b  S e k s i  R e h a b i l i t a s i  d a n  P e n g e m b a n g a n  L a h a n  m e r n p u n y a i  t u g a s
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan ident i f i kas i ,  pemetaan ta ta
ruang, invest igasi  dan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai agro ekosistem.
Sub Seks i  Pengka i ian  lk l im dan Tata  Guna A i r  mempunya i tugas  mengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan b imb ingan,  peramalan  dan
pengkaj ian ik l im dan tata guna air .

a .
b.

d .

{2)

( 1 )

(21

1 2 ( 3 )  Sub  . . . .  . .  .  . . .  . (  13  )

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



(3 )  Sub Seks i  Mon i to r ing  dan Prak i raan Serangan Hama Tanaman mempunya i tugas
m e n g u m p u l k a n  d a n  m e n y u s u n  b a h a n  p e m b i n a a n ,  m e l a k u k a n  m o n i t o r i n g ,
b i m b i n g a n ,  p e n g a w a s a n  d a n  p r a k i r a a n  s e r a n g a n  o r g a n i s m e  p e n g g a n g g u
tanaman (OPT) serta pelaporan.

(4 )  Sub Seks i  Pengenda l ian  Hama/Penyak i t ,  Gu lma dan Pest is ida  mempunya i tugas
m e n g u m p u l k a n  d a n  m e n y u s u n  b a h a n  p e m b i n a a n ,  m e l a k u k a n  b i m b i n g a n ,
p e n g e n d a l i a n  o p e r a s i o n a l ,  p e l a y a n a n  i n f o r m a s i  d a n  p e n y a l u r a n  a l a t  s e r t a
pera la tan  per l indungan tanaman pangan.

I  Bagian Kedelapan

Pasal 29

(1 t  Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasi l  mempunyai tugas mqlaksanakan sebagian
tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di  bidang pembinaan usaha tani dan i
pengolahan hasi l  pertanian tanaman pangan. 1

l2l  Seksi Usaha Tanidan Pengolahan Hasi l  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha
Tani dan Pengolahan Hasi l .

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah
in i ,  Seks i  Usaha Tan i  dan Pengo lahan Has i l  mempunya i fungs i  :
a .  Meny iapkan bahan pengo lahan dan penyebaran in fo rmas i  pasar ;

b .  M e n y i a p k a n  b a h a n  i n v e n t a r i s a s i  d a n  a n a l i s a  d a t a  s e r t a  p e n g e m b a n g a n
ketenagakerjaan;

c. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian i j in usaha,
pelaksanaan dan perumusan invest igasi  serta binrbingan penerapan tatalaksana

r  usaha tan i ;

d .  Meny iapkan bahan b imb ingan pasca panen dan pengo lahan has i l  per tan ian
tanaman pangan.

Pasal 31

(1) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasi l terdir i  dar i  :
a.  Sub Seksi Informasi Pemasaran:

13 b .  S u b  . . .  . . . . . . . . . . . (  1 4  )
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(2 )

b.  Sub Seks i  Pemanfaatan  Sumberdaya;
c .  S u b  S e k s i A g r i  B i s n i s ;
d. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasi l .

Sub Seks i -sub seks i  sebaga imana d imaksud ayat  (1 )  Pasa l  in i ,  mas ing-mas ing
d ip imin  o leh  seorang Kepa la  Sub Seks iyang berada d ibawah dan ber tanggung
jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasi l .

Pasal 32

Sub Seks i  In fo rmas i  Pemasaran mempunya i tugas  mengumpulkan dan menyusun .
bahan pembinaan ser ta  me lakukan pengumpulan ,  pengo lahan dan penyebaran \ .
informasi Dasar.

Sub Seks i  Pemanfaatan  Sumberdaya mempunya i  tugas  mengumpulkan dan
menyusun bahan pembinaan,  me lakukan inventar isas i  dan ana l is is  da ta  ser ta
pengem bangan ke tenagaker jaan.

Sub Seks i  Agr i  B isn is  mempunya i  tugas  mengumpulkan dan menyusun bahan
pembinaan, melakukan penyediaan, pengolahan data informasi serta pemberian
dan pengawasan i j in usaha.

Sub Seks i  Pasca Panen dan Pengo lahan Has i l  mempunya i tugas  mengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan perh i tungan keh i langan produks i ,  b imb ingan
penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasi l  pertanian tanaman
Pangan' 

Bagian Kesembilan
U  P T D

Pasal 33

UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas .-
Pertanian Tanaman Pangan. 

<12

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Pasal 34

Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat dibentuk UPTD berdasarkan kr i ter ia
yang akan di tetapkan oleh Menter i  Dalam Negeri .

( 1 )

12\

( J l

(4)

( 1 )

(21

1 4 B a g i a n  . . . . .  . .  . . . . . . .  .  (  1 5  )
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Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

(1) Kelottrpok Jabatan Fungsional di l ingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
mempunyaitugas melakukan kegiatan teknis pertanian tanaman pangan di  bidang
keah l ian  rnas ing-mas ing .

12\ Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal in i  dipimpin
oleh seorang Tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok.

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai
dengan kebutuhan,  . .

12\ Jumlah Tenaga Fungsional di tentukan berdasarkan si fat ,  jenis dan beban kerja i
yang ada.

(3 )  Pembinaan te rhadap Tenaga Fungs iona l  d i lakukan.sesua i  dengan ke ten tuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 37

(1 )  Dalam melaksanakan tugasnya set iap satuan organisasi  dalam l ingkungan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan waj ib menerapkan pr insip koordinasi,  integrasi  dan
s i n k r o n i s a s i  b a i k  d a l a m  l i n g k u n g a n  m a s i n g - m a s i n g  m a u p u n  a n t a r  s a t u a n
organisasi  sesuai dengan tugas masing-masing.

( 2 )  D a l a m  m e l a k s a n a k a n  t u g a s n y a  D i n a s  P e r t a n i a n  T a n a m a n  P a n g a n  w a j i b
menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara sebaik-baiknya.

Pasal 38

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi jaksanaan yang di tetapkan
oleh Bupat i  Kepala Daerah.

1 5 (2)  Kepa la  . . .  . . . . . . . . . . . . .  (  16  )
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(21 Kepala Dinas berkewai iban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan

mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam

l ingkungan d inasnYa.

Pasal 39

(1)  Set iap  p imp inan sa tuan organ isas i  da lam l ingkungar i  D inas  Per tan ian  Tanaman

p a n g a n  b e r t a n g g u n g  j a w a b  d a l a m  m e m i m p i n  d a n  m e n g k o o r d i n a s i k a n

bawahanny. r. Ji ng--asi n g dan m emberikan bim bing a n serta petunj uk-petunj uk

bagi pelaksanaan tugas bawahannya'

(2) Set iap pimpinan satuan organisasi  waj ib mengikut i  dan mematuhi petunjuk-\

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyampaikan

laporan tePat Pada waktunYa.

(3) Set iap laporan yang di ter ima pimpinan satuan organisasi  dar i  bawahannya waj ib

d io lah  dan d ipergunakan sebaga i  bahan penyusunan laporan leb ih  lan iu t  dan

untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada petugas bawahannya.

Pasal 40

P a r a  K e p a l a  S e k s i ,  K e p a l a  U P T D  d a n  K e t u a  K e l o m p o k  J a b a t a n  F u n g s i o n a l

menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

menyusun laporan berkala. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan

disampaikan kepada organisasi  la in yang secara fungsional mempunyai hubungan

kerja. Ut

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya se t iap  p imp inan sa tuan organ isas i  d ibantu  o leh

pimpinan satuan organisasi  bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan

kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala'

1 6 BAB vr  . . . . . . . . . .  .  .  . .  (  ' 17  )
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BAB VI
PANGANG KATAN DALAM JABATAN

Pasal 43
Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi,  Kepala UPTD dan Ketua
Ke lompok Jabatan  Fungs iona l  ser ta  Pe jabat -pe jabat  la innya d i l ingkungan D inas
Pertanian Tanaman Pangan diangkat dan diberhent ikan oleh Pejabat yang berwenang
sesua i  dengan ke ten tuan pera turan  perundang-undangan yang ber laku .

Pasal 44

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 45
Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-har i  disebut Sekretar is

BAB VII I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
S e j a k  m u l a i  b e r l a k u n y a  P e r a t u r a n  D a e r a h  i n i ,  m a k a  s e m u a  k e t e n t u a n  y a n g
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini  dinyatakan t idak berlaku lagi .

Pasal 47

Hal -ha l  yang be lum d ia tu r  da lam Pera turan  Daerah in i  akan d ia tu r  leb ih  lan ju t  o leh
Bupat i  Kepa la  Daerah sepan jang mengena i  pe laksanaannya.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini  mulai  ber laku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya set iap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat l l  Pemalang.

1 7 Di te tapkan . . . . . . . . . .  .  (  18  )
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D i t e t a p k a n  :  d i  P e m a l a n g
P a d a  T a n g g a l  : 2 4  J u n i  1 9 9 6

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGAKAT II

P E M A L A N G
Ketua,

cap

ttd

Drs. H. LASWADI

P E M A L A N G

D I S A H K A N

Dengan
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  Jawa Tengah

Tangga l  :  26  Nopember  1996 No. :  188.3 /38 i /1996

An. SEKRETARIS WILAYAHiDAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepa la  B i ro  Hukum

cap

ttd

SUTJI ASTOTO, SH
Pembina

N t P  0 1 0  0 8 8  1 5 7

cap

t t d

\

D r s .  H .  M U N I R

w

18 DIUNDANGKAN . . .  (  19  )
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D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR :  B  TANGGAL:  10  DESEMBER 1996

S E R I : D N O . : 8

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II PEMALANG

cap.

ttd

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda

NIP 500 029 622

1 9 PENJELASAN . . . . . . . . . . .  (20  )
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P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAI-ITINGKAT II PEMALANG
NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

KABUPATEN DAERAH TINGIGT I!
PEMALANG

I .  PENJELASAN UMUM.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Menter i  Dalam Negeri  Nomor 10 Tahun
1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Daerah, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Organisasidan Tata
Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat l l  Pemalang
dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah sebagaimana tersebut di  atas, di tetapkan sebagai t indak
lanjut penyerahan secara nyata sebagian urusan pemerintahan di  bidang Pertanian
Tanaman Pangan dari  Pemerintah Propinsi  Daerah Tingkat lJawa Tengah kepada
Pemerintah Daerah yang telah di laksanakan pada tanggal '10 Agustus 1993 dalam
Rapat Paripurna Dewan Perwaki lan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat l l
Pemalang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 39 :  cukup jelas.

Pasa l4O :  Laporan sebaga imana d imaksud Pasa l  40  in i ,
kecuali laporan berkala juga laporan insidentil dan
laporan lain menurut kebutuhan.

Pasa l4 l  sampai  dengan 48  :  cukup je las .

\

14/-

20 BAGAN
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BAGAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

KEPALA DINAS

SEKSI
PRODUKSI PADI

PALAWIJA

S E K S I
P E N Y U L U H A N

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

SUB SEKSI PENGE[48.
PRODUKSI  PADI  6

PALAWIJA

SUB SEKSI
TATA PENYULUHAN

SUB SEKSI  PRODUKSI
BENIH /B IB IT  PADI  &

PALAWIJA

SUB SEKSI
KELEMBAGAAN TENAGA 6

SARANA

SUB SEKSI
PENYIAPAN KET. LOGI PADI

& PALAWIJA

SUB SEKSI
PENGEMB. ALAT & MESIN

PERTANIAN

UBUST
PERENCAI

PRODL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OAERAH TINGKAT II

P E M A L A N G
Ketua,

CAP

t td.

Drs. H. LASWADI
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A DINAS

LAMPIRAN:  PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
]'INGKAT II PEMALANG
N O M O R  6  T A H U N  1 9 9 6  T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA XERJA
D I N A S  P E R T A N I A N  T A N A M A N  P A N G A N
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

SUB SEKSI
PENGKAJIAN |KLIM 8 TATA

GUNA AIR

SUB SEKSI MONITORING &
PRAKIRAAN SERANGAN

HAMA TANAMAN

SUB SEKSI PENGENDALIAN
HAMA/PENYAKIT, GULMA &

PESTISIDA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

CAP

ttd.

Drs. H. MUNIR

URUSAN
PERENCANAAN

S E K S I
PRODUKSI HORTIKULTURA

SEKSI REHABILITASI
PENGEMB. LAHAN 6

PEFLIND. TAN. PANGAN

S E K S I
USAHA 8 PENGOLAHAN

HASIL

Q t  t n  < E ? q r

PENGEMBANGAN
PRODUKSI HORTIKULTURA

SU8 SEKSI
REHABILITASI DAN

PENGEMBANGAN LAHAN

su8 sEKsl
PENYIAPAN PAKET

KNOLOGI HORTIKUL] URA

SU8 SEKSI
PEMANFAATAN
SUMBER OAYA

SUB SEKSI
PRODUKSI EENIHi BIBIT

HORTIKULTURA

SUB SEKSI
AGBI BISNIS

SUB SEKSI PEMANFAATAN
PEXARANGAN 8

PEMEINAAN
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